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Hukum Sipil; Hukum Acara Perdata.

1. Judex facti mempunyal pengertian yang salah mengendt istilah
intervenient{intervensi) dan pembantah.

Intervenient (Lc. tussenkomst) adalah pihak ketiga yang tadinya ber
diri diluar acara sengketa ini, kemudian diizinkan - masuk kedslam aca-
ra yang sedamg berjalan untuk membela kepentingannya Sendirl,

Sedangkan pembantah (dalam perkara inij adalah pihak ketiga yag
‘membela kepentingannya sendiri, tetapi tetap berada dilugr acara yang se-
dang berjalan dan perkaranya tidak disatukan dengan perkara pokok anta -
| ra penggugat dan tergugat.

Oleh karena itu intervenient tidak dapat merangkap menjadi pem-
bantah dalam satu perkera yang sema. -

2. Dalam -beritz acara sidang pemeriksain Pengodilan Negeri Jakarta
Selatan dan Barat diperiksa 2 {dua) orang saksi secare bersgrna-sama dan
sekaligus.

Hal ini odalah bertentangan dengan fasal 144 (1) R.ID. {salzh mene.
rapkan hukum) sehingga kedua keterangan saksi tersebut tak dapatdipergu-
nakan,

Ratio dari pasal 144 (1) R.ID. ialah agar kedua saks! tak dapat menye-
sugikan diri dengan keteramgannya masing-masing, sehingga diperoleh kete-
rangan saksi yang obyektip dan bukan keterangan saksi yang sudah ber-
sepakat mengatakan hal-hal yang sema mengenai sesugtu hal

3. Ketentuan-ketentuan dalem fasal 1813 K.U.H.Perdata tidak ber-
sifat limitatip juga tidak mengikat, yaitu kalau sifat dari perjanfian me-
mang menghendakinya maka dapat ditentukan bahwa pemberian kuasa tak
dapat dicabut kembali. Hal ini dimungkinkan karena pada umumnya fasal-
fasal darl Hukum Perjanfian bersifat hulum yang menganar.

Mengenal pemberian kuasa yang tidak dapat dicabut dan jugn tibk
batal karena meninggalnya pemberi kuasa, di Indonesia telah menpakan
suaty bestendig en gebruikelijk beding sehingga tidak bertentangan dengan
undang-undang yaitu fasal 1339 dan fasal 1347 dan seterusnya K.U.H Per
data

Putusan Mahkamah Agung tanggal 16-12-1976 No.731 K/Sip/1975.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

mongadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan keputusan schagal berilewt.
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dalam perkara @

1. Drs. Indra Sandjojo, beralamat di Jzlan Senen Raya Il No.51 Jakarta,
dalam hal ini memilik tempat kediaman hukum di kantor kuasanya:
L.Gebhart, Gang Jamblang III No.25. Jakarta ;
9. Sgrimin, bertempat tinggal di Jalan Pejagalan N0.85 F.D, Jakarta,
1. H.M.Katalany Ally, bertempat tinpgal di Jalan Taman Sari I11/247)a
karta, penggugat-pengougat untuk kasasi, dahulu No.l pembantah dalam
intervensi Il - pembanding/terbanding, No.2 terbantah Ifpenggugat dalam
gugatanpokok - pembanding dan No.3 terbantah IIlfpembantah dalam
intervensi I - terbanding/pembanding ; '
melawan
Drs. Kie Han Beng, bertempat tinggal di Jalan Mangga Besar VI/74
Jakarta, tergugat dalam kasasi, dahulu terbantah Il/tergugat dalam gu-
gatan pokok - terbanding ;

s

Mahkamah Agung tersebut

' Melihat surat-surat yang bersangkutan | E

Menimbang, bahwa- dari suratsurat tersebut ternyala, bahwa sekarang peng-
gugat uatuk kasasi I sebagad serggugat-as telah menggupat sekarang tergugat
dalam kasasi sebagai tergugat-asli dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jakar- - -
:a Selatan/Barat pada poloknya atas dalil-dalid T

Dalam pokok perkara : ‘

bahwa penggugat-asii pada tahun 1967 telah menyerahkan kepada. tergugat-
asii sertifikat hak milik No.41, hak milik tanah penggugat-asli di kampung Dukuh
Kebayoran dengan maksud agar tergugat-asli mencarikan kredit untuk penggu-
gat-asli sebesar Rp.50.000.000,. L o

‘bahwa ternyata usaha tergugat-ash tersebut tidak berhasil, tetapl tergugat
asli tidak pula mau menyerahkan sertifikat tersebut, sekalipun sudah selama
3 tahun A e
~ bahwa berdasarkan hal-hal tersebut penggugat-asli’ mohon agar diletakkan
revindicatoir beslag terlebih dahulu atas sertifikat No.4l milik penggugat-asli
tersebut dan sclanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
dan Barat supaya memberi keputusan sebagai berikut : :

i. menyatakan sitaan revindicatoir-beslag tersebut-sah dan berharga;

2. menyatakan sertifikat hak milik No.41 dikembalikan kepada penggugat;

palwa sebaliknya atas gugatan tersebut tergugat-ssli telah mengajukan gu-
gatan sekonpensi yang pads pokoknya atas dalil-dalil ,

bahwa peayerahan sertifikat sengketa tersebut oleh penggugat-asii kepada
tergugat-asli adalah sebagai pembuyaran hutangnya kepada tergugat-asli, hal ini
jelas dari surat kuasa No.6 tertanggsl 31 Januar 1971 (bukt T-6) yang meru-
pakan juridische levering, o

bahwa surat Kuasa temebut tidak dapat dicabut kembali untuk melakukan
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tindakan-tindakan secara umum dan luas atas tanah tersebut, sehinggs penggugat
asli tidak berhak mohon revindicatoir beslag atas sertifikat sengketa ;

bahwa tergugat-asli tidak mempunyai itikad jahat untuk menyalah gunakan
sertifikat sengketa, sehingga tergugat-asli tidak bermaksud mengembalikan ser-
tifikat scagketa ; _ '

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut tergugat-asli menuntut kepada Pengadi-
lan Negeri Jakarta SelatanfBarat agar memberikan keputusan yang dapat di-
]ulamm lebih dahuly sebagai berikut ;

. menelak atau setidak-tidaknya tidak menerime gugatan dan penggugat ;

2. menghukum pengguget untuk memoayar ORgkos perkara

Dalam intervensi I :
bahwa Calam poricary tersebut telah disivkan bantahan olsh H.M.Katalany
Ally scbagai pembantall melawan Sarimin dkk. sebagal terbantah yang pacda po-
koknya jalah sebagaj berikut ;
banwa pembantah [ adalah pemilik atas tanzh hak milk Nodl yang diseng
ketakan berdasarkan jual-beli dimuks notars tertanggal 22 Juli 1970 (pro-
duk P I), yang berdasarkan pula atas swat kuasa No.6 tanggal 31 Januar

1967 dihadapan notaris Rd.Imam Susatya Prawirokusumo dan  pemindahan

xuasa No.2 tanggal 1 Juli 1969 dihadapan notaris Mochtar Affandi SH. (P-
2+ 3);

bahwa berdasarkan alasan yang tidak jeias bagi pembantah I, sertifikat hak
milik tanah tersebut telah disita oleh yang berwajib sampal stkarang serta
kak milik tersebut telah disita revindicatoir oleh Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan/Barat tangeal 3 Agustus 1972 ;

bahwa berdasarkan halhal tersebut’ pembantah I meauntut kepada Penga-
dilan Negesi Jakarta Selatan/Barat agar memberikan keputusan sebagai berikut:

-Menyatakan pembantah adalah pemilik syzh dari sebidans tmah hak miik
No.41/Kebayoran dengan luas 43.630 m2;

blaya perkasa menurut hukum ;

. bahwa sebahknya atas bantahan pembanuh I terscbut, terbmtah 1 tela.h
mengajukan bantahan rekonperisi yang pada pokoknya sebagai berkut :

bahwa terbantah 1 adalah pemilik syah dari tanah hak mihk No4l serti-
fikat tertanggal 2 Januari 1967 ; ,

..bahwa perbuatan pembantah I yang mcnggunakm sm’at kuasa palsu No.6 tanggal
- 31 Janwari 1967 dengan pemindahan kuasa No.2 tanggal 1 Juli '1969adalah
perbuatan melanggar hukum, yang akibatnya sangat merugikan terbantah I,
karena dengan disitanya smiﬁkat sengketa oleh Kejaksaan Tinggi daiam-per-
kary’ pldlnanya terbantah 1 tidak" dapat -mengusahakan tanah®hak milik “ter -
seblt” dan” merupikan "penghalang’ terbantah '] ‘untuk: memutdrkan tinodal '} >

“““Bahwa “berdasarkan hal-hal’tersebut ‘terbantsh’l menuntit ‘dalam’ rekénpensi

agar Pengadilan Negeri Jakarta SelatanlBarat memberlka.n keputusan- sebdgd
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1. menyatakan- pemindahan kuasa tertanggal 1 Juli 1969 akte notaris Mochtar
Affand; S.H. tidak syah dan tddak mempunyai kekuaten hukum (rechtskracht};

2. menyatakan terbantah dalam rekonpensi/penggugat dalam rekonpens pe-
milik yarg syah dari tanah milik No4!/Kebayoran, sertifikat tertangpal2 Ja-
nuari 1967; '

3. menghukum tergugat dalam rekonpensl membayar kerugian kepada peng:
gugat dalam rekonpensi sebesar Rp.50.000.000,- (Bma pulub juta rupiah);

Dalam interveasi [l

whwz s, Indme Sandjojo sebagad pembaateh I telah eagsulas bantabin

vang nade pokokays stas dalildalft . '

patiwn pembanigh Boadsish pemilk syah gt tanoh il Nedt A
ghic serifizet singkets berdosarkan surat ukur t*r."**' O Mararthar 1084
M.E-u,h.ba}c an DG Joye (Oubld P D) vang r,rl v funowebaih B
shogs 15.000.000, pade tanggdi 14 September 134E ‘w.:‘-.::é A

Latwa torhantah 1§ denszan surat huasa potaris Mof terinnrey! "!' Tanuar!
1967 berhek untuk menjual, memindall wngankin analh weenat didee pen
tuk apapun ;

hahwz sekarang terbantah I, I dan IH salmg menggupat dan menyvatakan
berhak stas tanah tersebut ke Pengadilan Negeri |

bahwa sebenarnya dengan iktikad baik pembantah 1i wlab membeli tan..t‘
tersebut dari ‘terbantah. 11, sehingga harus dilindungi oleh undang-undang ;

bahwa oleh karena itu-pembantsh I berkepentingan sckali 2gar terbantah I,
Il dan III tidak mencampuri urusan tanah temebut ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pembantah menuntut kepada Pengadilan
Neger Jakarta Selatan/Barat agar ' memberikan knputusan yang dapat dijalan-
kan lebih dshulu sebdpai “serikut @

1. menyatakan pembantah adalah- pembantah yang baik (opposanl goed
opposant te verklaren) ; DA et

2. menyatakan sebagai hukum pemba.nnh adalah pembelilpenulik yang syzh
dari sebidang tanah hak milik No.40 dengan akte sertifikat No.41/Kebayoran
eluas 43.630 m2 menurut surat ukur tertanggal 9 Nopember 1966 No.830,
Kebayoran, Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya :

3. biaya-biaya menurut hukum;

bahwa sebaliknya terbantah I dan fi- dalam’ intervensi 11 tersebut telah
mengajukan bentahan rekonpensi yang pada pokokaya atas dali-dalil :

bahwa terbantah I tidak pernah memberi kuasa kepada terbantah I, dan
bilamana ada surat kuasa, surat kuasa tersebut adalah palsu, dimana dalam
pokok perkara No.503/1972 G. atas keterangan para saksi, bahwa akte yang
dipergunakan oleh terbantah II tersebut dibuat diluar sepengetahuan terbantah
I, sehingga merupakan surat kuasa yang Hdak sysh, demikian pula isinya ;

bahwa tanah hak milik sertifikat Nodl tetap atas nama terbantah I, karens
jual-beli yang tidak sysh, schingga tidak dapat dioperkan atas nama pembantah;

bahwa berdasarkan hal-ha] tersebut terbantsh 1 menuntut dalam rekonpensi
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agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan/Barat memberikan keputusan seba- ‘
gai berikut : '
1. Interventor bukan merupakan pembantah yang benar ; :
2. inenyatakan jual-beli antara terbantah II dengan interventor tidak syah;
3. menyatakan bukti P.3 akte jual-beli yang tidak syah dan batal oleh
oleh karenanya ;

bahwa terbantsh I dalamn rekoapensi mengajukan dalil-dalil yang pada
pokoknya ialah :

bahwa terbantah III adalah pemilik syah dari tanah sengketa berdasarkan
akte jual-beli No.10/1970/Juli tangga! 21 Juli 1970 dihadapan notaris Mochtar
Affandi S.H.; ' ‘

bahwa pembantah.mendasarkan pemilikan tanah sengketa berdasarkan ak-
te jual-beli dibawah tangan dengan terbantah 1l pada tanggal 14 September
1968, yang bilamana benar-benar adz, adalah tidak syah karena tidak dihadapan
Penjabat Pembuat Akte Tanzh, dan seharusnya sekiranya pembantah adalah
pemiliknya, tentu pemah mengurus balik nama atau memegang sertifikat. ta-
nah sengketa, tetapi tidak demikian ;

_bahwa berdasarkan halhal tersebut -terbantah III menuntut agar Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan/Barat memberikan keputusan sebagai berikut :

Menolak bantahan pembantah ; ,

bahwa terhadap gugatan dan bantahan-bantahan tersebut Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan/Barat telah mengambil keputusan, yaitu keputusannya tang-
gal 7 Maret 1974 No.503/1972 G,, yang amarnya berbunyl sebagal berikut @

Terhadap gugatan pokok : _ '

Menolak gugatan penggugat untuk - seluruhnya |

Menghukum penggugat untuk membayar biaya ‘perkara yang hingga kini
ditaksir sebesar Rp.20.500,- (dua puluh ribu lima ratus rupiah);

Terhadap bantahan intervensi ke I :
Dalam konpensi : :

Menolak bantahan pembantah untuk seluruhnya ;

Menghukum pembantah untuk membayar biaya perkara yang hingga kini
ditaksir sebesar Rp.4.000, (empat tibu rupizh) ; :

Dalam rekonpensi : : .

Menolak gugatan rekonpensi dari - penggugat dalam rekonpensi/terbantah I
dalam konpensi untuk seluruhnya !

Menghukum penggugat dalam rekonpensifterbantah | dalam konpensi untuk
membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.2000,- (dua ribu
rupiah};

Terhadap bantahan intecvensi ke I :

Menolak bantahan pembantah untuk seluruhaya | -

Mencabut sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah dilakukan oleh Pa-
nitera pengganti Djedjen Widjaja 5.H. menurut berita acara penyitaan jaminan

tanggal 14 Januari 1974 tanggal 15 Januari 1974, dan 22 Japuarl 1974,
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‘No.503/1972 G. (intervensi) ; o o . , _
" Menghukum pemnbantah untuk membayar biaya perkara yang hingga kiai
ditakstr sebesar Rp.10.500,-. (sepuluh ribu lima ratus rupiah) ;

.« keputusan mana dalam tingkat banding.atas permohonan terbantah I/peng-
gugat’ dalam gugatan pokok, terbantah 1ll/pembantah dalam intervens I dan
" pembantah dalam intervensi 11 telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta,
dengan keputusannya tanggal 6 Noperuber 1974 No0.99/1974 P.TPerdata ;

" pahwa sesudah keputusan terakhir ini diberitahukan kepada masing-masing -
pihak." yaiti -pada tanggal 22 Nopember 1974 "kemudian terhudapnya oleh
pembantah dalam intesvensi 1l-pembanding/tetbanding telah diyjukan permo- -
‘honan pemeriksaan kasasi secara lisan sebagaimana temyata darl surat keterangan
yang dibuat oleh Panitera pengganti Pergadilan Negeri Jakarta Selatan/Barat
tanggal - 7 Desember 1974 N0.22/1974/Kas./503/1972 G. dan terbantah I/
. pénggugat dalam gugatan pokok - pembanding tslah pula mengujukan permohonan
kasasl yang disjukan dengan perantarasn kuasacya khusus berdasarkan surat
kuasa khusus tanggal 6 Desember 1974 sebagaimana ternyata dari surat kete-
rangad ,yang dibuat oleh Panitera pengganti Pengadilan Negeri tersebut pada
. tanggal 9 Desember 1974 No.23/1974/Kas/503/1972 G. serta oleh terbantah
1HI/pembantzh dalam intervensi I - terbanding/pembanding telah pula diajukan
permohonan . pemeriksaan kasasi yang diajukan dengan perantaraan kuasanya
khusus sebagaimana ternyata dari surat keterangan yang dibuat oleh Panitera.
pengganti Pengadilan Negeri yang samz pada tanggal 9 Descrber 1974 No,
:024[19]4/335[503[1972 G. permohonan lusasi mana kemudian disusul oleh
.memori, alasan-alasannya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakar-
ta~ Selatan/Barat, yaitu dard penggugat untuk kasasi 1 diterima pada tanggal
°7.Desember 1974 itu juga, oléh penggugat untuk Kasasi 1l diterima pada tang-
_gal19 Desember 1974 dan dari penggugat uatuk kasasi III diterima pada tang.
2] Desember 19745 . . 7 ¢ L D '
. bahwa tentang permohonan kasast tersebut telah diberitahukan kepada ina.
sing-masing pithak lawan depgan cara saksama dan masing-masing telah puia
‘mengajukan contra memori kasasi yang kesemuanya diterima dikepaniteraun
Pengadilan Negerl Jakarta Selatan/Barat masih dalam tenggang waktu ;
Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berjakunya Undang-undang No.-
14 . tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman,
yang telah mencabut Undangundang No.19 tahun 1964 tentang Ketentuan-
Xetentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi
seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No.13 whun
1965 sampal kinl belum ada, maka Mahkemth Agung mengansgap periu untuk
menegaskan hukum acana kasasl yang harus dipergunakan | :

- pahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang Ne.l4 uh
1970, maks pasal 70 Undangundang No.i3 tahun 1965 harus ditafsirkan
. ssdemikian rupa, schingga yarg dinyatalan tidak berlaku itu bukan Undang~

undang No.l tahun 1950 secara kestluruhan, melainkan sckedar mengenai



: halhal yang telah diatur dalam Undang-undang No.13 tzhun 1965 kecuali-
alay be:tent:mgm dengan Undang-undang No.14 tshun 1970 ;

bahwa "dengan demikian, maka yang berlaku sebagai hukum acara kasa-
s yang diatur dalam Undang- undang No.i tahun 1950, sekedar tidak berten.
_tangan dengan Undangundarg No.14 tahun 1570 |

Menimbang, * bahwa, permohonan-permohonan kasasi'l, IT dan 111 beserta
alassn-alasannya yang telah diberithukan kepada pihak-piak lwwan dengan
saksama - diajukan dalam teagaangetenpgang waktu dan dengan cara yang di.
t.entukan dalam undang-undang, maka cleh Xarena ity dapat direrima |

Mcrr.maang, bakwa keberston-heberatan yang diajukesn weh pengmugat un-
tuk kasasi I[/Drs.dndra Sandjcjo dalumn memon kasasinyz tersebui prda pokok.
aya ialah :

bahwa .penggugat uatuk kasasi tldak menyetujui pundangan Jari Pengadilan
Negerl -Jakarta Seiatan/Barat yung dikuatkan oleh Pengadiian Tinggi Jakara;

Menimbang, -bahwa keberatan-keberatan yang disjukan oleh penggupsl uniuk
- kasasi’ U/Sarmin dalam memosn kasasinyas erscbut psda pukeaya llur

‘1. bahwa-dalam keputusannya Pengadilan Tinggi Jakarta No.99/1974 P.T.
.Perdatn, tanggal 6 Nopember 1974 tidak secara tegasfjeias, bulwa Pengadian
telah memeriksa berkas porkura dan terayata hanya memperhatinan  memorn
banding pembanding, kontra memori banding terbanding dan beiita ssurd per-
mohon:m banding dan pemberitzhuun banding saja ;
" 2. bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Pengadidan Tiags: menystakan.
"menimbang bahwa pembanding dalam memori bandingnya perhal surat kua-
5a°No.6 tertanggal 31 Januasi 1967 dari notaris Radea Imam Socsatyo Prawi
_10Xoesoemo, mengemukakan dalil-dalilnya yang ternyata samz seperti yang
wlah dikemukakannys pada persidangan tngkat pertama .........’. Kemudian
dalam bagian lain: "menimbang bahwa selain i Pengadilan Tingg sependapat
dengan Hakim Pertama bahwa ssksi Gouw Oen Ho S.H. (Joenoes Bahar).
L. Sehingga berdasarkan halhul tersebut, Perigadilan Tinggi berpendapat
bahwa gugatan penggugat dalam kasasi hurus ditolak

* 3.°bahwa dengan tindakan seperti diatas, Pengadilan Tingg sebenarnya baru
‘sampai pada tingkatan pendapat bahwa perumusan/pertimbangan  hukura ke-
‘putusan Hakim Pertama juridis logis adalah tepat dan benar, tetapi Pengadilan
" Tinggi belum meninjau apakah alasan-alasan ity didukung oleh kejadian. -kejadian
(fencn) yang nyata atau tdak.
"~ 4: bahwa sudah menjadi pendapat’ umum dalam hukum, bahwa hukum itu
,'scbenarn}a diketemukan dulam kejadian-kejadian/feiten..... in de feiten lig
“ het recht... dan feiten itu hanya dapat diketahui dari berkes dan berita acara
porkara, .akan tetapi oleh karena Pengadilan Tinggi tidak memenksa dan mene-
it berkas- perkara berita acaranys, maka Pengadilan Tinggi ticak dapat meni.
‘lai “kebenaran kejadian/feiten tersebut dan oleh karena ite sebenarnya Penga-
-dilany “Tinggt tidak dapat menilai dan menyata.kan bahwa kaputusan Hakxm
" Pengddilan Pertama- itu adalah benar dan tepat ;
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" 5. bahwa oleh karena merupalan kawajiban dari Pengadilan Tinggi untuk
momeriksa dan menilai kejadian-kejadian/feiten «wupayd menemukan hukum -
nys dengan jalan harus memeriksa seluruh berkas pericara dan berita acaranya,
pada hal Pengadilan Tinggi hanys memeriksa keputusan Pengadilan Tingcat
Pertama ditambah dengan memori/kontra memor banding, berita dcara ‘per.
mohman banding dan pemberitshuan banding, maka Pengnddan Tinggi “telah
merusak (schenden) hukura

" 6. bahwa jelas dasar utama dari persoalan i ialah mengenal adanya surat
kiasa No.6 tertangzal 31 Janusii 1967 darl notaris Radcn l:mm Soe.atyo
* Prawirokoesoemo;

7. bahwa jelas dan tegas surat kuass No.6 tersebut adalah pa!su d;m t:dalc
sah schinpga tidsk beclaku dan hal ind terbukt! dari hol-hal scbaga! bertkur

‘bahwa dalam surat kuma No6 tanggal 31 Januird 1967 yaag dibuat oleh
Vakil Notaris Raden Imam Soesatyo Prammkoescc'no pada bagzan pe(‘tanu-
aya dissbutkan antara lain

Tuan Sarimin, partikelir, benempat tmggal di Juk:uta, Jalan ch:.!galan No'w
85 F.D.; Penghadap wlah dll’.enal olah saya Notans. Penghndap terlebth dahulu
menerangkaf... ...,

bahwa hal yang benar dan :ungguh yaity bchwa Tuan Snrimm (penggugat
untuk kasasi) tidak pernah datang menghadap wakil notdris Imam Soesatyo -
Pravmokoesoemo untuk menandatangani menurut surat kuasz No.§ tersebut. -

" bahwa tegas surat kuasa No.6 terszbut dibuat tanpa kehadiran dari Tuan
‘Sarlnmlpengguptuntukkasasi(non existent); . - R AR

'bahwa tegas surat kuasa No.6 -tersebut dibuat oleh wakﬂ notans Raden Imam
Soesalyo Prawirokoesoemo. hanya- afas-permintaan Drs.Kie ‘Han' Bengfteigugat
dalam kasasl sendiri- dengan ‘dasar’ konsep surat kuasa yang dibuat oleh Gouw
Oen Ho S.H. (Joenoes Bahar SH.). . - -, R VL
% :bahwa seandainya” sustu koassp" ltu sudah d!mggap nh....‘. quod non...
‘mhl notaris Raden Imam Prawirokossoemo hanya bethak: dan sah untuk- rnem-
buat semacam. "salinan™ - dar;. bukan membuat suatu akte surat kuasa.’:: %

“bahwa jelas wakil notarls Raden Imam Soesatyo Prawirokoesoemo. sud.nh
melanggar  ketentuan/peraturan  pembuatan " suatu akte, schingge. tegas dengan
"sendirinya akte yang dibuat dengnn cara ‘demikian, ndalah batal demi hukum
dan tegas tidak berlaku. © iovi e
> bahwwa adanya hal-hal yang tidak wajer ini telah dﬂaporknn oleh penggugat
uatuk kasasi kepada pihak -yang berwajib yaltu dengan laporan No.Ag.948/.
VI 4/S/70 tanggal 12-13-1970 di -Komdak dan nomor- perkara No.948/Vlaf
SE/70 dan kemudian persoalsn ini telah ditackle oleh Kejaksaan Tinggi hanya
sangat disayangkan belum dapat diperiksa dipersidangan wntuk dibuktikan ke-
benarannya yang sangat penting dalam: pembuktian tuntutan secara perdata;

bahwa saksi Gouw Oea Ho SH. (Joences Bahar) dan DrsT.Bahroen Nasar,
menerangkan dibawah sumpah bahwa penggugat intuk kasasi tidak pernah meag-
hadap wakil notarls Raden Imam Soesatyo Prawirokoesoemo untuk menan-,
datanganl menurut surat kuasa N06 tersebut. schingga dengan demiklan ma-
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ka lebil jelas lagl kepaulsuan surat kuisa tersebut ; -

bahwa Drs. Kie Han Beng (tergugat dalam kasasi) sendiri mengakui diper-
sidangan Pengadilan’ tingkat pertama bahwz penggugat untuk kesasi tidak per-
ash datang menghadap wakil notaris Raden Imam Soesatyo Prawirokoesoemo
untuk membuat dan menandatangani menurut akte surat kuzsa No.6 /jtersebut
(pengakuan ini semestinya dicatat dalam berita-acara persidangan Pergadilan
tingkat pertama);

B. bahwa dalam surat kuasa No.5 tersebut disebutkan antarz lain bah-
wa surat kuasa tersebut diberiksn dengan ketentuankestentuan sebagai berikut

dengan hak substitusi secara penuh; ’

tidak dapat dicabut kembali ;

~ batas waktunya sampai selesai ;

tidak akan batal baik karena memnggalnya yang memberi kuasa atay karena
apapun juga ;

9. bahwa menurut pasal 1813 Kitab Undang- undang Hukum Perdata dise-
butkan bahwa pemberian kuasa itu berakhir antara lain :

dengan ditariknya kembali kuasanya si kuasa ;

dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh & kuasa

dengan meninggalnya si pemberi kuasa ;

1C. bahwa dalam pasal 1814 Kitab Undangundang Hukum Perdata dite-
gaskan bahwa si pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya manakala
ity dikehendakinya dan jika ada alasan untuk itu, memaksa si kuasz untuk
mengembalikan kuasa yang dlpegangnya ;

11, bahwa untuk sahnya suatu persetujuan diperlukan beberapa syaratan-
tara lain suatu sebab yang halal (pasal 1320 B.W.) ;

12. ba} va selanjutnya dalam pasai 1337 B.W. dltﬁgukm suatu sebab adalah
terlarangy apabile dilarang oleh Undang-undang;

13. bahwa seandainya surat kuasa No.6 tersebut adalah sah - quod non - maka
berdasarkan pasal-pasal tersebut diatas jelas bahwa isi surat kuasa tersebut
bertentangan dengan undang-itdang maka dengan demikian tegas surat kuasa
No.§ tersebut batal demi hukum ;

14, bahwa diserahkannya sertifikat tersebut kcpada tergugat dalam kasasi
adalah untuk mencarikan kredit/pinjaman ;

15, bahwa seandzinya benar bahwa penggugat untuk kasasi mempunyai hutang
kepada tergugat dalam kasasi sebagaimana yang didalilkan oleh tergugat dalam
kasasi - quod non - maka untuk apaz dibuat surat-surat kuasa untuk menjual-
kan tangh tersebut dan mengapa. tidak dibuat saja akte penyershan tanzh ter-
sebut ; ‘

16. bahwa seandainya dalil tergugat dalam kasasi itu benar yaitu penyerahan
sertifikat itu sebagai suatu juridische levering untuk pembayaran hutang - quod
non - mengapa perlu dicantumkan dalam surat kuasa No.6 tersebut; katakata:
memasang sebagal jaminan hutang, meminjam uang, memberi tariggungan gadai,
hypotheek; ‘
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17. bahwa dalam sidang Pengadilan tingkat pertama, penggupat uatuk Kasa-
si mensommir tergugat dalam kasasi untuk membuktikan dalilnya mengenai
adanya hutang tetapi sampai perkara ini diputus oleh Pengadilan tngkat per-
iama, tergugat dalam- kasasi tidak dapat membuktkan daliinya ;

18, bahwa berdasarkan hal-hal tersebui jelas bahwa tujuan utarnunya penye-
rahan sertifikat tersebut ialah untuk dicarikan kredit/pinjaman ;

19. bahwa dalam pertimbangan hukumnya, keputusan Hakim tingkat per
tama yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi discbutkan bahwa Hakim
tingkat pertama menganggap surat kuasa No.6 dari wakil notaris’ Raden Imam
Soesatyo Prawirokoesoemo adalah sah antara lain Karena adanya surat pen -
cabutan yang dibuat oleh penggugat untuk Kasasi dengan notaris yang sama ;

20. bahwa penggugat untuk‘kasasi sebagai sesrang yang awam dalam ilmu
hukum melihat adanya ketidak beresan dalam masalah sertifikat yang telah
diberkannya kepada tergugat dalam kasasi mendapat nasehat dari wakil nota -
ris Raden Soesatyo Prawirokoescemo tersebut untuk membuat suatu surat/
akte pencabutan ;

21. bahwa jika memang benar surat kuasa No.6 tangpal 31 Januari 1967
yang dibuat oleh wakil notaris Raden Imam Soesatyo Prawirokoesoemo itu
seh -quod- non- justru dalam surat kuasa tersebut dicantumkan clausule tidak
dapat dicabut lagi, mengapa notarls yang sama mau membuat surat akte pen.
cibutan, jika memang akte yang pertama itu sah ? Disinipun sudah terbukti
dengan nyata, bahwa notarsitu sendiri sudah tidak membenarkan akta yang
dibuatnya tersebut ;

22. bahwa jelas berdasarkan hal-hal tersebut diatas tegas dalil-dalil tergu.
gat dalam kasasi adalah tidak benar dan harus ditolak ;

23. bahwa dalam keputusannya Hakim tingkat pertama yang kemudian
dipeckuat oleh Pengadilan Tingel dalam diktumnaya ditetapkan antara lain;

terhadap intervenient I dan II ditolak bantahannya ; .

24, bahwa hal ini berarti semua peranjianfjual-beli yang telah dilakukan
antara tergugat dalam kasasi dengan intervenient I; H.M.Katalany Ally atau dengan
intervenient II: Drs.ndra Sandjojo adalah tidak sah, sehingga dalif-dalil mereka
yang menyatakan bahwa mereka adalah pemilik dari tanah tersebut be-dasas-
kan sertifikat No.41/67 Kebayoran Lama adalah tidak benar ;

25. bahwa tegas jika memang telah terjadi suatu jualbeli antara intervenient
[ atau 11 dengan tergugat dalam kasasi (benar atau tidaknya bukan masalah
penggugat untuk Kasasi) sudah pasti kesemuanya itu didasarkan pada surat
kuasa No.6 tersebut diatas ;

26. bahwa dengan ditolaknya bantahan intemment I dan 1I oleh Hakim
ungkat pertama (yang kemudian diperkuat oleh Pengadilan Tinggi) maka sec-
cara langsung tegas Hakim tngkat pertama mengakui bahwa surat kuasa No,
6 tanggal 31 Januari 1967 yang dibuat oleh wakil notaris Imam Soesatyo
Prawirokoesoemo {tu adalah tidak sah sehingga jual-beli tersebut yang didasar
kan dengan surat kuasa No.6 tersebut batal demi hukum ;

27. bahwa penggugat untuk kasasi tegas menolak dalil-dalil para intervenient
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baik intervenient [; HMXatalany Ally maupun intervenient II; Drslndra San-
djojo yang mengatakan bahwa tanah yang terletak di Kebayoran Lama bet-
dasarkan sertifikat No.4if67 adalah miliknya ; '

28. bahwa yang benar ialah bahwa tanah tersebut adalah milik penggugat
untuk kasasi - , -

29. bahwa scandainya telah terjadi suatu jualbeli atau lainnya antara-pam
intervenient deagan tergugat dalam kasasi, maka hal tersebut jelas merupakan
urwsan para intcrveniont sendid tanpa dapat melibatvan tanah milik penpsugat
untuk kasasi ; : :

Menimbang, bahwa mengenai keberstan-keberatan yang diajukan olch peag-
sugar untuk ke Hftrbanding lpembunding Jatuns lnwrpensi Llinterveniens
l/erbanding II - pembanding : .M. Ratalany Ally,

. A Dalam gugatan pokok . _ :

1. bahwa pertimbangan hukum Penpadilan Tingei dibawah mengenal gugatan
pokok dibawah "Menimbung ke-14" bunylnya adaluh sebagal berikut .

"Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan iersebut diztas Pengadilin
Tinggi berpendapt bahwa terbanding adalah pemilik sah dasi tanah hak mnilik
No.41/Kebayoran tersebut dan mesupakan fihak yang satu-satunya berhak peaub,
oleh karenanya putusan Pengadilan Neperi a quo patut. dikuatkan dan pem-
banding sebagai finak yang kalsh dihukum untuk membayar biaya perkara ini™,

2. bahwa tergugat dalam kasasi Drs.Kle Han Beng sebagai tergugat dalam

pokok perkara baik dalam konpensi maupun dalam relonpensi tdak- pernah
mints. agar iz ditetapkan scbagal satu-satunya pemilik yang sah dari tanzhseng
keta terscbut atau sebagei fihak yang satu-satunya berhak penuh atas pemilikan
tanah fw ;. g o : -
", 3. behwa dengan demikian ‘maka judex facti in casu Pengadilan Tinggl telah
memberi pertimbangan-pertimbangan hukum yang melanggar pasal 178- ayat
3 HLR. sehingga pertimbangan hukum tersebut harus dinyatakan ‘batal ‘'dan
dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum (mist enig rechtskracht) :

a. Keputusan Pengadilan Tingsi tertanggal 6 Agustus 1953 No.290/1950/
Perdata yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung, didalam Majalah Hukum tahua
1954 No.l halaman 85; Putusan Pengadilan Neger vang member peradilan’,
weatang hal-hal yang tidak diminta adalch batal, karend melanggar ketentuan-.
ketentuan pasal 178 ayat 3 RIB. (HIR) ; T
b Keputusan Mahkamah Agung tertanggal 21 Pebruari 1970 No.J39 K/
$ip/1969 didalam Jurisprudensi Indonesia I tahun 1970 ; Putusan Pengadim
Negeri harus dibatalkan, karena putusannya menyimpang dari pada yang ditun-
tut dalam surat gugati, lagi puls putusannya melebihi duri apa yang dituntut.
dan lebih menguntungkan fihak tergugat sedang sebenainya tidak ada tuntutan

 rekonpeas 7 ' o

c. Keputusan Mahkamsh Agung tertanggal 19 Juni 1971 No.46 K/Sip/1969
~ didalam Jurisprudensi [ndonesia 11l tahun 1974 ; Putusan Pengadilan Tinggi salah ,-
_karena memutus hal-hal yang tidak dituntut ; o o
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4. bahwa selain dari pada apa yanp telsh kami kemukakan dibawah No.1, 2
agn 3, maka pendapat Pengadilan Tinggi (udex facti), yang mendasarkan
wepisan torgupa dalam LKaegsi: Drs.Zie Hun Beng atas tanah trrohut henyva
rerueierhasl susnt kuasa Mo tzhua 1967 i Tan sich -zonlnomess” udplzh
| keileu seKall; Bukankah uswk berpindabnys hak milit ztes canah reehut
L diplusan Sualu akie perrmmaiuui hak yang dibuat dihedapan s2omann orictal
peiuoual - akie  tanah yaag .ditupjuk sleh Menterl Ageariz ¢ I'nduacundang
No.S tahun 1960 pasdl 2 ayst = {a) jo Temturan Prmerintt N 1 thup
1961 pasal }9 ; _

3. ouhwa Spembetian kuasa itz seadli a Ach dari Sasimin Yanets e Kie
fan Beng yallu sutal Kuass Mow imasagesl 31 Jaavas 1ED gpn dibest
GaGAPAL Rodaiih Al SHSALTC Doeelakorcema Azttt denmn sendid
s¥d IDUIRLGERGT SUBLY haie peoatiban aws sapaly temehyt o

o, Banwa Ooilgail GEIWLIN  pRINMULRER Wakam vamg meoretnlan o
gat caam asasii Drs.Kie dian Geay swbngal peralih sah dard toen sengkets
aan salu-salunyd ek yadg Geihak penud sdaiah Sertensangan denpanidan
melanggsr KeCRiuan ukui yag Sedeka, in oasu Undanguodany Pokal Ag-
rana yany Dersangiuiatl, Oich karena mans pertanvangan hakus sorgebyt harus
dibatalkan | ' ' ‘ '

B. Datem intervensi ke 1:

sanwa pertimbzngan hukum Gibawe mengeral i naboe
Saimin lawan Kie Han Beng antars lain ercanium bahwa sital huisa Nob
tertanggal 31 Januar 1967 notans R. Imam Soesatyo Prawirokoesoemo  tdak
palsu akan tetapi sah adanya Xarena tandatangan Sarimin {penggupal pokok
perkara/pembanding) pasti ada dajam minuut surat kuasa tersebut Rarend kalau
tidak tentu pemegang protokol akte tersebut tidak akan mengeluatkan salin-
an dari asli akte itw dan sebagainya ; - . - - . ,

Akan tetapi pertimbangan hukum wrsebut tidak dipakai lagi dibawah “Dalam
intervensi ke-I” antara Katalany Ally dan Kie Han Beng didaiam menild ke-
kustan pembuktian akte No39 tertanggal 19 Agustus 1969 dan zkie jual-be-
i No 10 wertanggal 22 Juli 1970 yang dua-duanya dibuat dihadapan notaris
 Moch.  Affendi S.H. khususnya mengenai hal peperimaan peinbayaran yang

sejumiah Rp.25.000.000,- (dua puiuh lima jute rupiah) dari HM Katalani Ally
(penggugat untuk kasasi 1) kepada DrsKie Han Beng (tergugat dalam kasasi);

2, bahwa dibawah pasal 4 akite persetujuan/ekie No.39 tertanggal 19 Agustus
1969 tercantum jelas bshwa karena persetujuan ini fihak pertama (Kie Han
Beng) telah menerima dari fihak kedua (HM. Katalani Ally) sejumlah vang
sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupish) untk penerimaan ma-
pa akte ini juga menjadi kwitansinya yang sah yang kemudian dijelaskan lagi
didalam akte jual-beli No.10 tertanggal 22 Juli 1970 akte notaris Mochtar
Affandi SH. bshwa untuk penerimaan ini(Rp. 2%.000.000,) akte berlaku pula
wbagai tanda penerimaannya (kwitsnsl) ; = '

3. bahwa kedua akte tersebut adalah akte notarieel yang bersifat suthentiek,
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ditandatangani oleh Drs.Kie Han Beng sendiri (tergugat dalam kasas) diatas
minuut akte tersebut sehingga dengan demikian isi akte mengikal baik kedua
belah fihak maupun fihak ketiga dan mempunyai kekustan peinbuktien yang
sempurna (volledig bewijs) ef. pasal 165 HIR.;

a. Prof.Mr.APitlo "Bewijs en verjaring” halaman 75 dan seterusnya;

»urie beweert dat in een authentieke akte een verklaring voorkomt die in
strijd is met de waarheid beticht de akte van zgintelectucle valsheid ; De
ambtenaarsverklaring geldt = tegenover cen ieder voor waar™;

b. Prof.Dr.R.Soepomo S.H. alm.;"Hukum Acara Pecdate Pengadilan  Neged”
halaman 50 dan seterusnya; "Kekuatan pembukian sempurna tersebut  ber-
arti bahwa isinya akte itu dalam Pengadilan dianggap berar, sampai ada buk-
ti perlawanan yung melumpuhikan akte tersebut; Beban/pembuktian perlawanan
itu  jatuh kepada fihak lawan dari fihzk yang meapggunukan 2kte otentik temse-
bui, Jika fihak lawan hendak menysrang kebennrannys i atav penandata
nganan akte ctentk, ia menuntut bahwa isi ataw tanda tangan itu palsu, se-
fingga akan terjadi suatu acara mengenai tuntutan pemalsusn surat (valsheids
procedure)” ;

4. bahwa adalah keliru pendapat Pengadilan Tinggi yang mengatakan bahwa
. penggugat untuk kasasi I: Katalani lah yang harus membuktikan bahwa tergu-
gat dalam kasasi: Drs.Kie Han Beng pernah terima uang;

yang benar ialsh bahwa yang harus mengadakan bukti perlawanan adalah
tergugat dalam kasasi: DrsKie Han Beng sendiri dan ia tidsk pernah mem-
buktikan bahwa ia tidak pernah terima uang sebanyak Rp.25.000.000, (dw
puluh lima juta rupiah) tersebut, sedangkan keterangan kedua saksi JYoppy
Sumaiku dan Maslim tentang adanya perbuatan pura-pura (schijn handeling)
iersebut hanya merupakan kesaksian de auditu (van horen zeggen) karena
mereka tidak mengetahui dan tidak pernah terut serta atau ikut ke notaris;

5. bahwa judex facti telah pula melanggar pasal 174 HIR. karena akte-ak-
te lersebut diatas yaitu surat kuasa No.2 tertanggal 1 Juli 1969 dan akte perse-
tujuan untuk jual-beli No.39 tertanggal 19 Agustus 1969 dad notaris Mochtar
Affandi S.H, adalah telah diakui kebenarannya, sebagaimana tercantum dalam
jawaban tergugat dalam kasasi sendiri ; :

Sehinggs saksi-saksi Joppy Sumeiku dan Maslim yang menyatakan akte
tersebut hanya perbuatan pura-pura (schijn handaling) saja adalah kesaksian
yang harus dikesampingkan karena sesuai dengan pasa! 174 HIR,, maka pe-
ugakuan yang divcapkan dihadapan Hakim sdalsh mempunyai kekuatan pem -
buktian yang sempurna (volledig bewijs) dan yang bersifai menentukan (beslis.
send bewijs) yaitu kekuatan pembukitian yang tidak memberi kemungkinan akan
suatu bukti perlawanan lagi ; '

6. bahwa judex facti telah salah melaksanakan pasal 172 HIR,, yaity
dengan begitu saja judex facti menganggap benar aps yang diterangkan saksi,
padahal yang mendorong saksi memberikan keterangan. terebut ialah karena
saksi akan mendapst komisl dari menjual tanah sengketa; Lagi pula keterangan
saksi ini tegas-tegas bertentangan dengan keterangan tergugat dalam kasasi
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sendiri, sebagaimana telah kami kemukakan diatas dibawah sub.5 ;

7. bahwa pertimbangan hukum dari Pengadilan Tinggi (judex facti) dihala-
man § sural keputusan dibawah “"Menimbang ke4" yang antara lain; mengata-
kan bahwa kalau benar terjadi jual-beli dan pembayaran uang sejurnlah Rp.25.-
000.000,- (dua puluh lma juta rupiah) oleh pembanding kepada terbanding,
pastilah  dari - mula-mula sejak dalam’ pemasukan surat bantahan, pembanding
telah mengajukan akte persetujuan untuk jual-beli No.39 itu sebagal bukdt,
adalah merupakan suatu kesimpulan yang tidak bersifat juridisch; bukankah
secara processucel surat-surat bukti dapat dikemukakan in elke stand van
het geding dan terserah fihak-fihak  sendiri i ’

*" 8. bahwa pertimbangan hukum judex facti dihalaman 6 dibawah ""Menimbang
ke.]” adalah bersifat non juridisch pula dan bersifat subjectief, karena jual- -
beli yang sebenarnya akan dilangsungkan tersarsh kepada kedua belah pihak
dan tidak ada hukum yaag mengatakan dan menentukan jangka waktu tersebut;

Adapun pertimbangan hukum judex facti tersebut diatas bunyinya sebagai
berikut: “Menimbang, bahwa kalas benar terjadi jual-beli berikut pembayaran
uang sejumlah yang didalilkan oleh pembanding itu, pastilah pembandingtidak
akan membuat lagi akte jual-beli No.10 tertanggal 22 Juli 1970 setelah 11 (se-
belas) bulan kemudian™; - . : )

9. bahwa suatu keputusan Penjadilan Tinggl yang pcrtimbangan-bcnimba_ngm-
nya bertentangan satu sama lain dan bersifat non juridisch harus dibatalkan
dalam pemeriksaan Kkasasi; (Keputusan Mahkamah -Agung tanggal 7 Mei 1958
No.129 K/Sip/1957 dalam Majalah Hukum tahun 1959 No.3 ~ 4);

1. Pengadilan Tingg Jakarta (Judex facti) telah mengadakan pertimbangan-
pertimbangan yang salah mengenai pasal 1470 ayat 2 B.W.: yaitu bahwa se-
orang kuasa tidak dapat membeli untuk diri pribadi sendiri sesuatu barang
yang la mendapat kuasa untuk menjualnya ;. ... :

Yang akan kami uraikan dibawzh int : - :

1. bahwa pasal 1470 ayat 2 B.W. hanya mengenai jual-beli dibawah tangan
(onderhands verkoop) dan tidzk mengenai jual-bell yang dilakukan secara no-
tariee] (authentiek); : _— '

2. bahwa pasal 1470 ayat 2 B.W. tidak bersifat absoluut nietig akan tetapi
relatiel nietig; artinya perjanjlan jual-beli tersebut adalah sah dan tidak batal
bilamana dikvatkan oleh yang memberi kuasa : _

2. Mr.Asser Scholten "Bijzondere overeenkomsten™ halaman 52 dan 533
"Hoe dit echter ook zij, in ieder geval is het artikel niet van openbare orde
(dus relatief rietig) en de overeenkomst is dus zeker van kracht, indien de
lastgever zich er uitdrukkelijk of stilzwijgend mede accoord verkleart';

b. Mr.Pitlo "Verbintenissen rechi” halaman 317 "asthebbers met verkoop
belast: het verbod is echter beperkt tot aan verkoop uit de hand; Er zjn wel
meer gevallen waarin eca, nietige handeling voor bekrachtiging vatbaar is";’

3. bahwa daiam casus kami ini jual-beli antara penggugat untuk kasasi I:
Katalani dan tergugat dalam kasasit Drs.Xie Han Beng tidak dilakukan secara
dibawah tangan (onderhands) akan tetapi dihadapan seorang notaris Penjabat
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Pembuat Akte Tanah, jedi bersifut suthentiek, sehingga dengan demikian pasal
1479 ayat 2 BW. tidak dapat diterapkan disini : -

4. bahwa lagi pula didalam akte pessetujuan No.39 tertanggal 19 Agustus
1969 dihadapan notaris Mochiar Affandi S.H. dibawah pasal 2 tercantum
deng:u'l jelas bahwa si pemberd kuasa calam hal iai terpugat dalam kasas;
DrsXie Han Beng menyetujui penjualan oleh yang diper kuasa dalam hal
ini penggupat untuk kasasi 1: Katalani Xepads siapupun, yang termasuk ia sendin
(fihak kedua); '

denzan demikian maka jual-beli tersebut distas meskipun dilakukan oleh
yung dibed kuzsy tersebut selaky penjual denpan ia sendir selaku pembeli
adalah ssh menurat hukum (rechtsgeldip) dan ddak batal;

5. pahwa adalah tidak benar pendspat Pengadilan Tinggt (judex [acii) dis
alaman 6 swat Yeputusan, bahws akwe jualbeld No.lQ tenanggal 22 Jull B
dibual dengan mempergunakan pemberian Kuasa verdasarkan surat kuwasa No.
2 tertanggal 1 Jull ‘1969 dan suma sekal buksn berdasaricun pemberiun kuasa
yang, paling akhir berdasurkan atas perseiujuan jualbeli No.39 tertanggal 19
Agustus 1969 dan sebagainya; bukinkah didalam akie jual-beli No.10 tertanggal
22 Juli 1970 aktc notaris Mochtar Affandi SH. disebutkan pula ketiga akie
tersebut yaltu: akte tertanggai } Juli 1969 No.2, akie tertanggal 19 Agustus
1969 No.39 dun akie tertangas! 31 Jaunasi 1567 No.6; (vide surst salinan akte
jual-beli No.10 tertanggal 22 Juli 1970 terlampir yang diberikan sebagai salinan -
“oleh notaris Mochtar Affandi S.H. sesuai minuut usli yang disimpan di kantor
notaris); . S ' .

6. bahwa dengan demikiun scbagaimana kamj uraikan diatas, maka jual-beli
d¢ihadapan notaris Pejabat Akte Tanah yang didasarkan atas ketiga akte ter-
ssbut adalah sah dan benar dan mempunyai kekuatan hukum (rechtens); sehing-
"ga oleh karcnanya penggugat untuk kasasi I: HMXatalani Ally adalah pembell
pemilik yang sah dari pada sebidang tahah ‘hak milik No.41/Kebayoran dengan
luas 43.630 mZ menurut surat ukur tertanggal 9 Nopember 1966 No.830 Ke-
bayoran Daerash Khusus Ibukota Jaksrta Rayz | .

7. bahwa lag pula penggugat untuk kasasi 1: H.M.Katalani adalah seorang
pembeli yang beritikad baik (ter goede wouw) yang harus mendapat perlin-
dungan hukum; ‘ '

a. keputusan Mahkamah Agung tertanggal 26 Desember 1958 No.251 K/
Sip/1958 (halaman 22%): “jusl-beli: perlindungan pembeli fihak ketiga yang
beritikad baik";

b. keputusan Mahkamah Agung iertanggal 16 Agustus 1960 No.250 K/
Sip/1960; Jualbeli tanah. Dalam suatu jual-beli tanzh, meskipun si penjual
tidak berwenang menjual tokh si pembeli diperlindungi oleh karena beritikad
baik ; . .

8. bahwa lag puls asli certificaat tanah sengketa berada dalam kekuasaan
penggugat untuk kasasi 1t H.M.Katalani (feltelijk bezit), begitu pula penguasaan
secara nyata darl pada tanah sengketa; sehingga dengan demikian notaris Pe.
jabat Pembuat Akte Tanzh Mochtar Affandl S.H. dapat/beranl membuatkan
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akte persetujuan No.39 tertanggal 19 Agustus 1969 dan akte jual-beli Pejabat
Pembuat Akte Tanah No,10 tertanggal 22 Juli 1970 tersebut; )
bahwa sesuai dengan adagium bezit geldt als volkomen dtel, maka dengan
demikian penggugat untuk kasast I: H.M.Katalany dapat dianggap sebagal pem-
beli/pemilik yang syah dari tanah sengketa tersebut;
Nalam intervensi keI -

pahwa penggugat untuk kasasi | dapat menyetujui sepeavhnya serimbangan -
pertimbargan hukum dalam tngkat pertama mavpun handing mengenat hal f
yaitu bahwa perjanjlan juai-beli secara dibswah tangan sntara terpugst dalam
Lasast Thsie Han Benp Jui Ursinara Sasdjoie {perggugs untmx kaad 1
sdatal Gdak man Kardan aacioorpes Relspruandieteatynn vede feronntim dalag
Undangaundang Pekok Agretia, Peratvzan Pemerintah Neoi0 ahun 1043 e
baran Negara 1961 No.28 dibawah pasal 19 dimana tercantum dengan jel=s
bahwa setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tansh, membe-

" rikan suate hak baru atas tanzh dan sebagainyz harus dilakukan dihadapan

seorang pejabat pembuat akte tanah op straffe van nietigheid; bahwa selain
dari pada itu pedanjian jualbeli tersebut diatas baru merupakan ikatan jual-
beli (vooroversenkomst) yang tidak ads follow up nya sama sekali sejak tahun
1968 :

Menimbang ; -
mengenal keberatan dari penggugat untuk kasasi 1: Drs.dndra Sandjojo :
bahwa keberatan ini tidak dapat diterime, karena penggugat uatuk kasad
tidak menjelaskan secara terperinci slasan-alasan apakah yang menyebabkan
keputusan-keputusan a quo tidak disetujuinya, schingga dimohon pembatalannya ;
Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, maka per-
permohonan kasasi yang disjukan oleh penggugat untuk kasasi: Indra . Sandjojo
tersebut harus ditolak ; ST . :
Menimbang : .~ ,
mengenai keberatan dari penggugat untuk kmsasi H/penggupat-ssal: Sarimin:
adl dan 2 : bahwa keberatankeberatan ini tidak dapat diterima, karena
judex facti tidaksalsh menerapkan hukum, lagi pula tidak temyatza bahwa
Pengadilan Tinggi hanya mempertimbangkan memori banding pembanding, kon-
tra memori banding terbanding dan berita acara permohonan banding dan
pemberitahuan banding saja. Pemeriksaan ‘dalam tingkat banding lazimnyase-
perti juga dalam perkara ini hanya didasarkan pada berkas berikut surat-surat
" bukti dan keterangan-keterangan saksi dalam berita acara Pengadilan Neger,
sehingga dalam berita ‘acara Pengadilan Tinggl 6idak skan dapat diketomukan
secara terperinci mengenai pemeriksaan setiap hslaman beritaacara Pengadilan
Negeri dan seterusnya’ Disamping itu alasan tentang hanya diperhatikannya me-
mori banding pembanding dan sebagainya bukan merupakan alasan untuk mem-
batalkan keputusan ; TE TN iy e '
ad 3 8/8 5 : bahwa keberatankeberatan ini juga tidak dapat diterima,
karena mengenai penilaian hasil pembuktian ‘yang bersifat penghargaan tentang

7
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suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksazn
dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berienaan
dengan tdak dilaksanaksn atau ada kesalahan dalam pelaksanaan bukum .
sebugdimena yang dimaksud dalam pasal 18 Undangundang Mahkamah Apung
Indonesta {Undang-undang Ne.l tahun 1930), lag mila judex fact tdak salah
menerapkan hukum :

ad. 6 den 7 @ behwa keberatankeberatan ini pun tidak dapat diterima. ka.
eaa judex faet Hdak selah mengriplien nukww, g pule mengeral preiizine
iasil pembubiica dan seperti vang wigh dipsriimbangkan diatas, keharatan
keberalan serups itu udak dapal dipertimbangkan delam pemeniswan ung -
at kasasi, dengan catatan bahwa surat kuasa No.G tangga! 3! Januari 1067
adalah syah, sehingga tergugat-asal/terbanding adalah pemegang Kuasa dari peng-
gugat-asal/pembanding dan bukan pemilik syah dad tanah sengketa, yang ke
mudian telah dialinkan lagi secara substitusi pada intrevenient ked; tidak
hadimya saja dari para fihak, surat kuasa No.6 tanggal 31 Januari 1967 tidak
menyebabkan pemberian kuasa tersebut an sich. Dalar hal ini divraikan da-
lam surat kuasa tersebut bahwa telah ditanda tangani secukupnya, sedangian
* penandatanganan ini tidak disangkal olth penggugat-asal/penggugat untuk kasasi,
hanya bukan didepan notaris. Disamping itu perlu diperhatikan bahwa isi surat
kuasa yang telah disepakati oleh penggugat-asal/pembanding/penggugat untuk
kasasi dan tergugat asal/terbanding/tergugat dalam kasasi ialah memberi kuasa
yang tidak dapat dicabut kembali Jari fthak ke-1 pada fihak ke-2. Juga mengenai
kedua saksi penggugat-asal/pembanding/penpgugat untuk kasasi berlaku hal yang
sama seperti saksi Joppy Sumaiku dan Maslim, karena diperksa bersama-sama
dan sekaligus hali mana adalsh bertentangan dengan pasal 144 (1) RID.:
Seandainya pun surat kuass No.6 tanggal 31 Januari 1967 adalah tidak syah-
quod non - maka iniervenieat I/pembanding/penggugat untuk kasasi merupakan
pembeli terakhi yang beritikad baik (de laatste koper te goeder trouw) dalam
tangan sizpa sertifikat hak nulik beisds, terutams weduduker dalam hulum.
aya adalah kuat kasens segala perbuatan hukumnys dilakukan didepan notaris
secara otentik, oleli atena itu dibsndingkan dengan “jual-beli” antare Dss
Kie Han Beng - Indra Sandjojo yug bemifat dibawal tungan (P-II) maks surat.
surat bukti dari interveniens 1 adalah lebih kuai kekuatan buktinya, karena
demikianiah ditentukan vleh undung-undang. Lihat jugs sural bukti mengenal
penitipan sertifikat oleh Drsdndra Sandjojo kepada Dss.Kie Han Beng, setelah
“jual-beli” tanggal 14 September 1968 (P-Il) dengan akta dibawah tangan
tetapi tanpa menghspuskan swat kuasa No.6 tahun 1967. Melihat 3 surat buk.
 tersebut yaitu akte dibawah tangan mengenai “jual-beli”, surat “ttipan”
sertifikat dan surat kuasa No.6 tahun 1967, maka adanya sertifikat tanah seng-
keta ditangan Drs.Kie Han Beng bersifat dualistis, karena tergantung pada
naskah yang diperlthatkan pada orang yang berminat, Kalau yang diperlihat.
kan surat kuasa No.6 tahun 1967 saja maks yang berminat berpendapat Drs.
Kie Han Beng bertindak atas nama Sarimin, sedangkan kalau yang berminat
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diperlihatkan akte dibawah tangan, surat kuasa No.6 .tahun 1967 dan susat
penitipan maka Drs.Kie Han Beng bertindak atas nama Drs.lndra Sandjojo.
Dalam sidang pemeriksaan Drs.Kie Han Beng mengenai akte jual-beli No.39
tzhun 1969 hanya menyatakan bersifat pro forma, dan tidak meayaukan beh-
wa telafi ajual sebelumnya schingga kelthatan dengan jelas kescnghjaan uniuk
menysmbunyikan jual-bell dibawah tangan tangsal 14 September 1968; Ka-
au Drs.vie llun Beng, menganggap jual-beli dibawahi tangan wanggal 1+ Sep -
teqber 1968 adalah beam dan syah maka suatu jual-beli yang bersifatpura-
pura pun adalah penipuan, sedungkan kalau Dp.indra Sandjcju benar-benar
berrmaksud menitipkan sestifikat tansh senghess pada Drs.ie Han Beng untui
Grawarkan pada pemiaat maka scharuseya hd ind dilakukon deagen sual huasa ;
bahwa melihat petuajuk-petunjuk ini terdapat kesan adanys Reru-santa antur
" Sarimis, Dis.Kie Han Beng dan Disdndra Sandjojo dalass miunipulusi tanuh
senpketa, Sizpa diantara ke-3 orang terscbut yang dimenangikad tidak menjadi
soal, asel saja jangan intervenient 1. Perhatiknn suja penggupgat untuk kasasi:
Indra Sandjojo memori kasasl hanya menyatakan tidak puas, dan DrsXKie Han
Beng tidak meéngajukan kasasi ; ‘

ad. 8 s/d 10 : bahwa keberatan-keberatan inl pula tidak dapat diterima,
karena judex facti tidak salah menerapkan hukum: Ketentuan-ketentuan dalam
pasal 1513 tidak bersifat limitatip juga tidak mengikat, yaitu kalou sifat dari
perianjian memang menghendakinya maka dapat ditentukan bahwa pemberian
Xuasa tidak dapat dicabut kembali. Hal in! memang dimungkinkan karenapads
umumnya pasalpasal dari Hukum Perjanjlan be:sifat hukum yang mengatur
(regelend recht); Mengenai pemberian kuasa yang tidak dapat dicabut dan
juga tidak batal karena meninggalnya pemberi kuasa di Indonesia telah meru-
pakan suatu “bestendig en gebruikelijic beding”, sehingsa tidak bertentangan
. dengan undang-undang, yaitu pasal 1339 dan pasal 1347 dan seterusnya K.UH.-
Pesdata; : .

ad, 11 s/d 13 : bahwa keberatan-keberatan Inf tidak dapat diterima, karena

cjudex facti tidak salah menerapkan hukum, sebab yang diperbolehkan dalam
pasal 1320 B.W. oleh penggugat untuk kasasl secara keliru disamakan dengan
ist dari pada perjanjian; sebab dari perjanjlan ialah maksud yang ingin dicapd
perjanjian, -sedangkan isl dari pada perjanjian ialah cara untuk mencapai mak
- sud tersebut «in casu penggugat-asal dan tergy t-asal bermaksud mencari pem-
beli bagl tanah sengketa (oorzaak, sebab) yang dilaksanakannya dengan mem

_berl kuasa pada tergugat-asal dengan syarat-syarat tertentu yang juga tidak
. .bertentangan dengan wndangundang ; A
... ad 147s/d 18 : bahwa keberstan-keberatan ini juga tidak dapat diterima,
. karena judex facti tidak salah menerapkan hukum; Kenyataan telah diserahien-
_nya sertifikat hak milik bukan merupakan suatis hal yang secara langsung dapat
'mempengaruhi syah atau tidak syshnys surat kuasa No.6 tanggal 31 Januad 19-
" sd, 19 3/d 22 : bahwa keberatan-keberatan ini pun tidak dapat diterims,
karena judex facti tidak mendasarkan kesimpulan hukumnys tentang syahnya
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surat kuasa No.6 tanggal 31 Januari 1967, pada surat pencabutan surat kuasa
tersebut oleh penggugat-asal/pembanding/penggugat untuk kasasi ;

ad. 23 s/d 29 : bahwa keberatan-keberatan ini pula tidak dapat diterima,
karena judex facti tidak salah menerapkan hukum ;

Menimbang :

mengenal keberatan-keberatan dari penggugat untuk kasssi IH: H.M.Kata
lany Ally :

ad. 1 sab 1 s/d 3 : bshwa keberalan-keberatan ini tidak dapat &iterima,
karena hal ini hanys dlwraikan dalum bagiun pertimbangan hukum dati kepu-
iusan terscout dan bukan dslam diktum keputusannya; Mengenal benar atau
ddak tenarnya terbantah Iftergugat-asai 11 merupakan pemilik syah duri mnh
sengketa akan dipertimbangkan dalam bagian lain dari keputsan Mahkanuh
Agung ial ; N

sub. 4 5/d 6 : bahwa keberatan-keberatan ini dapat diterima, karena judex
facti salsh menerapkan hukum dengan alasan-alasan sebagai berikut :

jwdex facti berpendapat telah terbukti bahwa surat kuasa No.6 tahun 1967
adalah syah, hal ini berarti tergugat-asal I/terbantah Il berdasarkan surat kuasa
tersebut  (scbelum dibuatnya surat kuasa No.l tahun 1969), secara hukum
merupakan pemegang kuasa dari penggugat-asal/terbantah 1 dan bukan peml-
i ;
ad. I sub.l s/d 9 : bahwa keberatan-keberatan ini juga dapat diterima,
karena judex facti salah menerapkan hukum, dengan alasan-alasan sebagal ber-
ikut : : ‘

1. judex facti mempunyal pengertian yang salah mengenai istilah intervenient-
intevensi dan pembantah, oleh karena intervenient (i.c. tussenkomst) adalah
fihak ke-3 yang tadinya berdiri diluar acara sengketa ini, kemudian masuk
kedilam proces untuk membela kepentingannya sendir, sedangkan pembantah
adalah fihak ke-3 yang membela kepentingannya sendiri tetapi tetap berdir
diluar proces dan perkaranys tidak disatukan dengan perkara pokok antan
penggugat asal dan tergugat-asal, Olehkarena itu intervenient tidak  dapat
merangkap menjadi pembantah dalam satu perkara yang sama |

2. judex facti berpendapat bahws surat kuasa No.2 tanggal 1 Jull 1969 ada-
lah tidak syah, karena terbukti surat kuasa No.2 tanggal 1 Juli 1969 dan Akt
Persetujuan untuk’ jualbeli Mo.39 tanggal 19 Agustus 1969 adalah merupakan
suatu perbuatan pura.pura; Mengenai hal ini pertama-tama harus diperhatikan
bahwa akte persetujuan untuk jual-beli No.39 tanggal 19 Agustus 1969 bukan
didasarkan pada surat kuasa No.2 wnggal 1 Juli 1969 melainkan atas surat
kuasa tersendiri yang diuraikan dalam pasal 2 akta persetujuan jual-beli No.39
_tanggal 19 Agustus 1969. Oleh karena itu kalau pun -quod non- akia persetu-
juan dianggap perbuatan pura-pura, maka yang batal jalah surat kuasa dalam
akta persetujuan (pasal 2) tersebut dan sekali-kali bukan surat kuasa No.2
tanggal 1 Juli 1969, yang menurut pendapat Mahkamah Agung tetap syah
berdasarkan hukum; '



i4l

3. judex facti berpendapat bahwa akte persetujuan jual-beli No.39 tanggal
19 Agustus 1969 merupakan suatu perbuatan yang pura-pura, karena hal
ini dijelaskan desmikian oleh 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah, yang me-
" nyatakan sama sekali belum ada pembayaran sepeserpun; Hal ini tidak dapat
dibenarkan karena suatu persetujuan jual-beli telah dianggap terjadi apabila
kedua belah fihak telah bersepakat untuk mengadakan sual-beli, meskipun
harga penjualan belum dibayar maupun barangnya belum diserahkan (pasal 145
B.W.), tegasnya Hdak adanya pembsyaran harga penjualan swia tidak  cukup
sarck menganggap suaty perjanjiant jusb-beli merupakan “schijn handaling” (hals.
can © keputusan Pengaditan Tinggd) ! _

2. judex facti berpendapat akie No.39 iampgel 19 Agustus 1949 merupskan
schij handaling, juga kerens akie Ne.39 fersehut sthagai surat bukt barn
Skemukakan setelah keduz widsiosersehur dlatas dhawak sumpeh menysts.
lar bahwa akts N2.29 adalah schijn hendeling: Hal tni vidak dapat dibenarkzn
jarena bukan merupakan pertimbangan wng didasarkan ates hukum. urut -
wutan dizjukan fvo'torde) suraraurst bukd hukan ryiuneban penanink mou
pun alat bukti, .

3. judex facti berpendapat. hahwa alite WA M0 mpgpal 10 Agustue 1069
scbagai partij akte bukan merupakan berita acaca mengenai pembayaran, se-
hingza bisa saja apa yang dicatat merupakan hal yang tidak benar, karena
notaris seadini tidak menyaksikan pembayaran tersebut: Hal ini tidak dapat
diterima, karena berdasarkan hukum suatu akte otentik dimuka notaris meru-
pakan suatu pengakuan para pihak untuk membuktikan telah terjadi perbuatan -
hukum seperti yang diuraikan dalam akte otentlk tersebut yang mempunyai
keicuatan tukti mutlak bagi para phak térsebut (pasal 1870 B.W.). Kecuali
apabila dapat dibuktikan sebaliknya; bahwa dalam berita acara sidang Penga-
dilan Negeri Jakarta Selatan/Barat tanggal 18 Oktober 1973 mengenai penis-
riksaan 2 orang saksi : 1. Joppy Sumaiku — pekerjaan Jaksa, 2, Maslim — prier
jaan TN.I-AD. yang berdasarkan berita acara tersebut diperiksa secar”ber-
sama-sama sekaligus, adalsh bertentangan dengan pasal 144 (1) R1D (jadi me-
rupakan salsh menerapkan hukum), sehingga kedua keterangan savi tersebut
tidak dapat dipergunakan. Ratio dari pasal 144 (1) RLD. ialaji agar kedun
saksl tidak dapat menyesuaikan diri dengan keterangannya rasing-masing, se-
hingga diperoleh keterangan saksi yang obyektip dan buke:i” keterangan  saksi
yang sudah bersepakat menyatakan hal-hal yang sama mengenal sesuatu hal;
Sefain itu penilatan secara hukum dari judex facti, yang merupakan suztu hal
yang mengenai penerapan hukum, mengenal akta )‘43.39 tanggal 19 Agustus
1969 dan mengenal Keterangan kedua saksi terseb:{ juga tidak dapat dibenar -
xan. Akta No.39 tanggal 19 Agustus 1969 diangap ada kemungkinan atau bi-
sa saja, berarti tidak pasti atau bukan fakta ap:‘yang dicatat oleh notaris adalah
bertentangan dengan kebenaran semata-mata Xarena notaris dalam hal ini ha-
nyas mencatat saja apa yang dikemukakan _dieh para fihak yaitu terbantah 11/
tergugat-asal (fihak pertama) dan’ interv/itent (fihak kedua); tidak’ dipertim-
bangkan bahwa yang dicatat oleh nots:s, pejabat yang ditunjuk oleh undang-

A
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undang untuk membuat akte otentik, adalah' pengakuan-pengakuan yang di-
kemukakan oleh terbantah [I/tergugat-asal pribadi yang menghadap dimukano-
taris bersama dengan intervenient, yang dihadiri pula oleh pegawai-pegawal:
dari kantor notaris tersebut dan yang karena ditentukan undang-undang mem-
punyai kekuatan bukti yang mutlak (behoudens tegenbewijs); Tidak dipertim-
bangkan oleh judex facti bahwa kedua saksi yang juga memberikan keterangan
mengenal suatu pengakuan diluar hukum (blﬁtengerechtelijka bekentenis/ver-
Klaring) dari terbantah 1J/tergugat-asal, bahwa akte jualbeli adalah proforma,
dan hal mana kedua orang seksl tersebut tidak mempupyai kedudukan hu-
kum yang khusus oleh undang-undang senertd jzorsag notaris, sshingga keiruston
buktinys tidak mungkio lebih lust c’m! peit Pitg a'u"'dfm Yeng me: w pakan
patilj 2ntzia wrbaash ey sgat-asel dad nvownienr Ake Nojwdl No, 39
anggal 19 Agustus 1969 hanya Jdapat dum..r'z,!.n kekugian bukiinys cpabik
dibatalkan cleh kedes befal piluk dimuka notuds puls. Divamping foakete-
rangan saksi Juppy Sumalku yung meaysizkin “Sewshu suzz tidak ads pe-
bayaran” bukan suatu keterangsn yang positil, vang dikefalui Jan dislundnga
sendiri. Hal ini juga tidak mungkin karena suaty perbuatan yang negatip (ti-
dak membayar) sulit untuk dibuiktikan; bahws saksi ke.2 Maslim, bahkan me-
nyatakan bahwa uang pinjaman intervenient 1 dari BN 1946 dipergunaken
oleh terbantah [iftergugat-asal untuk menebus sertipikat tansh sengketz yang
berada di bank tersebut sebagai jaminan, Hul inj diakui jugs olek tergugat-zsal/
terbantah- [l setidak-tidaknya tidak disangkal oleh tergugat-asalf/terbaatak [
6. judec facti mempertimbangkan seandainya benar lerjadi jual-boll maka
pasti pembandingfintervenient [ tidak akan meinbuat lagl akte jual-beli Nu.10
tanggal 22 Juli 1970; Hal ini pun adalah “absurd” dan karena mengulang
lagi suatu perbuatan hukum yang sama (i.cjual-beli) tidaklsh berten

dengan undangundang dan tidak menyebabkan perbuatan hukum kedua itw
tidak syah; Kalau dibandingkan dengan akte No.39 tanggal 19 Agustus 1969
maks ternyata bahwa "jumlah uang yang akan diuraikan dibawah inl akan
dijadikan harga pembelian tanah dimaksud jika fihak ke-2 (intervenient/perm
banding) menjadi pembeli yang syah dari tanzh itu, tegasnya fihak kedus tidak
usah membayar lagi, dan sebagainya”; hal mana berartl pada waktu akte No.
39 tanggal 19 Agustus 1969 dibuat maka fihak kedus (intervenient/pemban-
ding) tidak bermaksud membeli tanah sengkets melainkan boleh membelitanah
sengketa, sedangkan apabila fihak kedua bersedia membeli tanah sengketa ma-
ka fihak kesatu (terbantah/tergugat-asal) memperhitungkan harganya dengan uarg
sebanyak Rp.25, juta yang telah diterimanya teriebih dulu (lhat keterangan
saksi Maslim) nota bene saksi ‘tergugat asal/terbantah Il sendiri; Seandaimya
pembelinya oarng lain maka hatga penjualan menjadi milik fihak kedus (inter-
venient/pembanding); Dengan demikian, kelihatannya setelah tidak ada pem-
beli lain maka fihak kedua bernist membelinya oleh karens itu 11bulan kemu-
dian diubat akte jual-beli No.l10 tanggal 22 Juli 1970 dimuks notaris yang
sama, hal mana merupakan syarat berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintsh
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No.10 tahun 1961; judex facti juga tidak mempertimbangkan fakta yang di-
ajukan dimuka sidang bahwa sertifikat tanah sengketa berada dalam tangan
intervenient/pembanding, yang merupakan . petunjuk yang kuat bahwa terban.
tah IIftergugat-asal telah menerima pembayaran (bandingkan dengan surat titipan
dari Drs.Indra Sandjojo); A

ad, TII sub, 1 s/d 6 : bahwa keberatan-keberatan ini juga dapat diterima,
karena judex facti salah menerapkan hukum dengan alasan-alasan sebagai ber
ikut :

judex facti. mempertimbangkan bahwa surat kuasa No.2 tanggal t Juli 1967
bersifat Musus dan karenanys intervenientpembanding tdak dupat membé.
i tansh sengkena sendid; Hal ind tidak dapat dibenariun Karena ik jual-beli
No.10 tanggal 22 Juli 1970 nwrupakan lacjotan dan tidak gapat Zipisaliiza
darf akte No.3¢ tangesl 19 Agustus 1969 sang adalah syah rmeaurud hukun
(Hnat addl sub.l g/d 6) dan dibuai didepan notaris yang sama; Dalam pasal
2 akie No.39 tanggal 1% Agustus 1969 ditentukan bahwa [fhak keduz (inter
venient/pembanding, dapat membeli senditi tanah sengeta tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penunbangan-pemmbangm tersebut diatas,
maka keberatan mengenai :

C. Dalam interpensi ke-Hl tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, maka
permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi III: H.M.Kata-
lany Ally tersebut dapat diterima dan keputusan Pengadilan Tinggl Jakarta
serta keputusan Penpadilan Negeri Jakarta Barat-Selatan tersebut harus diba-
talkan, schingga Mahkamah Agung akan mengadili sendid perkara ini yang
amarnya berbunyi seperti yang akan disebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pengpugat untuk kasasi: Drsindra Sandjojo dan peng-
gugat untuk kasasi: Sarimin serta terbantah' IIftergugat-asal sebagal pihak yang
dikalahkan dalam perkara ini harus membayar semua biaya perkara, baik yang
jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat bandlng maupun dalam tingkat kasa-
si masing-masing sepertiga bagian ;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No.i4 tahun 1970, Undang-m&ng
No.13 tahun 1965 dan ‘Undang-undang No.l tahun 1950

MEMUTUSKAN

1. Menolak permohonan kasasi dari pengguget untuk kasasi J : Drs.Indra
Sandjoio dan permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi IU: S.-mmm ter
sebut ;

2. Menerima permohonan kasasi Uari penggugat untuk kasasi III: HM Kata-
lany Ally tersebut ;

Membatalkan keputusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 6 Nopember 1974
No.99/1974/PT Perdata dan keputusan Pengadilan Neger Jakarta Selatan-Barat
tanggal 7 Maret 1974 No.503/1972 G,;



144

Dan dengan menpgadili sendiri :

Dalam gugatan pokok :

Menolak gugatan penggugat ;

Dalam gugaten intervensi I :

Dalam konvensi :

Mengabulkan pugatan intervensi |

Menyatakan penggugat dalam interpensi 1 (intervenient 1) adalah pembeli
yang syah dan pemegang yang syah dari tanah sengketa ;

Dalam mekoapenst : _

Veonohk gupatan pengougat'dalam rekonpens dalem intervensiferg. e
henpenst dalamintsrvenst |

" Dalam gugatan intervensi I @

Menolik gugatan interpensi |

Menghukum penggugat dalam gugaten pokok, tergugat dalam konpensi/peng
pugat dalam rekonpensi dalam gugatan interwnsi 1 dan penegipat dalam -
gatea intervensi I1, veitu 1. Sarimin, 2. DriXle Han Deag dan 3 Drelnds
Sandjojo untuk membayar semua biaya pedkera, baik vang jaruh dalam tingha
sertagna dan dnghat banding maupun biayz prrlara yeng jatuh dalam ringhat
kasesi den biaya perkara dalam tingkat kasast ini ditetapkan sebanyak Ry ? 3.
(tiga ribu tiga ratus lign puluh rupiah), masing-masing sepertigenys !

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pa-
da hari Kamis, tanggal 16 Desember 1976 dengan Dr.RSantoso Poedjosubro-
to §.H. Wakil.Ketua sebagai Ketua, R.Z.Asikin Kusumah Atmadjs S.H. dan
Sri Widoyati Wiratmo Soekito S.H,, sebagai Hzkim-hakim-Anggauta dan div-
capkan dalam sidang terbuka pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 1977
oleh Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Achmad Soeleiman S.H. dan BRM.
Hanindyopotro Sosropranoto S.H., Hakim-hakim-Anggauta dan LG.A. Ruijati
Tenadja S.H., PaniteraPengganti, dengan tidak dihadiri olet kedua belah pi-

hak.




